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ABSTRAK

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 pada pasal 9
diketahui bahwa, setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau
lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Pembakaran hutan dan/atau
lahan untuk tUJuan SUIS Wajlb memperoleh izingeari pejabat yang berwenang.
Meskipun Indone ndangan yang melarang

] kum dan peraturan

3& #@ ilayah hukum

Sampai dengan
AN Negeri Pasir
ana pembakaran
an lahan dengan

mengenai faktor
an Lahan Dengan
Pengaraian. Jenis
h yang dilakukan
kelapangan untuk
engan wawancara.
r Pengaraian. Data
ata sekunder. Alat
3 ) kaan. Populasi dan
sampel mer @ 10 G 5e salah penelitian ini.
Analisis data ¥/ AR, a0 kni alits en gald inferensi deduktif.

penyebab,
Cara Diba
Penelitian

hanya bisa disélesa - [ dal memberinya sanksi,
tetapi harus d ﬂ j la_Kita melihat dari sudut
pandang Teori i
menganggap atura akat bawah tetapi sangat
sulit untuk menjang mencerminkan penegakan
hukum yang baik. Han @ apangan, diantara hambatan itu
adalah: Kurangnya sosiallSe ﬂmm% dan koorporasi mengenai bahaya
membuka lahan dengan cara d pelaku pembakaran bisa dipidana.
Kurangnya sarana dan fasilitas pefitinjang dalam mengawasi serta mencegah
terjadinya pembakaran hutan. Kurangnya sumber daya yang professional yang
mengetahui cara melakukan pemadaman serta pengindentifikasian jenis pembakaran.

Kata Kunci : Kriminologis, Pembukaan, Lahan, Dibakar.
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ABSTRACT

Based on the Riau Province regional regulation Number 1 of 2019 in article

9, it is known that every person and/or holder of a forest and/or land management
permit is prohibited from burning forest and/or land and/or taking actions that can
cause forest and/or land fires. Forest and/or land burning for special purposes must
obtain a permit from théacompetent authority. Althoughslndonesia has many laws and
ing, in_teadi ement of these laws and

regulations n the jurisdiction of
the Pasi e area of land
burned ourt reached
approxi ere individual
criminal

proble 1 dy ‘ but the causative
factors, thel o J 1 ad agiby burning in the
jurisdictio ngar: ’ earch used in this

research is
directly in
with inter
Pengaraia

secondary (
population

, hamely research
dents in the field
éf ion of the Pasir
are, primary data and
’#. ature review. The
0 of this research.
dedlictive inference.
st burning can not
ﬁ tions, but the cause
Bof Law Enforcement
"-’ the current criminal

only be solve
of the crime

code only targets g lety & fticdlt to reach corporates.
This of course @ Erief§ to law enforcement in
the field, amonggthqse o: 1 atioh’ to the community and
corporations abo 2arin Wour g and arsonists can be

punished. Lack of
forest fires. Lack of pr0
the type of fire.

monitoring and preventing
ow to extinguish and identify

Keywords: Criminology, Clearing, Land, Burned.
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

egiatan manusia atau

a pada peraturan
yang adagda Q A& dedan pabnesia memiliki
i peran penting

sebagai ekologi.

AN

elindungi  segenap
kan kesejahteraan
juga menghormati

sumber daya hutan

WHRAEY

kesejahteraan,

o Bgara

sangat penting dalam negara dan kehidupan negara. Dari 191 juta hektar lahan di
Indonesia, sekitar dua pertiganya merupakan kawasan hutan dengan ekosistem yang
beragam, mulai dari hutan tropis dataran rendah dan hutan dataran tinggi hingga
hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan mangrove. Pentingnya sumber

daya ini semakin meningkat karena hutan merupakan sumber mata pencaharian bagi
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banyak orang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Pasal 1 ayat (2) mengatur: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan

lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

oan yang pat dipisahkan”.

109 [ i *“
“Q“‘ . atakan bahwa

lingkungan, atidari pasal prinsip-

prinsip per tuk meningkatkan
kualitas ma ingkungan, artinya

dalam melakuka gia . : e ukaan lahan, baik itu

yang sebelumnya banyak
ditumbuhi oleh pepohona ekaragaman hayati didalamnya,
pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian,
transmigrasi dan keperluan lainnya. Namun lahan dan hutan di Negara ini sekarang
menjadi pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya

alam yang besar.
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Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyatakan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara tegas

merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Undang — Undang Nomor 32

ety

gan Hidup Pasal 69 ayat

a 0 an perbuatan
B

ﬁ ecualikan bagi

an dikelilingi oleh
14 -t Twr —
sekat bakar Sgbage > alara ke 2\l glilingnya. Ini artinya
ersyaratan tertentu.
elanggaran terhadap

larangan terseltl inima sigaél 10 tahun serta denda

m Q arasm@énbakar juga terdapat dalam

Undang- Undang Nomor 3f . 2pidNg*Perkebunan juga mengatur tentang

larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada

Pasal 56 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Setiap pelaku usaha perkebunan
dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembukaan

lahan dengan cara membakar, pada Pasal 108 menyatakan bahwa “setiap pelaku
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usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

dengan metQe . al J ! pembakaran yang
digunakan embersikan lahan
pertanian da

Salah'satu kendala penegaka : apids pembakaran hutan
dan lahan hutan tersebut,
ati proses peradilan

seringkali be an  penc g bahkan seringkali

lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Pembakaran hutan dan/atau
lahan untuk tujuan khusus wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
Meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang melarang

pembakaran hutan, namun pada kenyataannya penegakan hukum dan peraturan
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tersebut masih sangat lemah. Seperti beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, masih banyak terdapat kasus pembakaran lahan

yang penulis rangkum dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 seperti pada tabel

dibawah ini :

Pidana terhadap
erdakwa

Pidana
penjara selama 1
(satu) Tahun dan
6 (enam) bulan
dikurangi selama
terdakwa dalam
masa penahanan
sementara,

dengan perintah
terdakwa  tetap
ditahan. Denda
Rp.2.000.000.00
0,- (dua milyar
rupiah) subsidiair
selama 3 (tiga)
bulan kurungan

2. |2018 25/Pid.B/LH/2018

Pasal 56 ayat | Menjatuhkan

PN.Prp ari | (1) Jo | pidana  penjara
Alias Undang- terhadap
Muhari bin | undang 108 | terdakwa selama
Naryo Nomor 39 |1 (satu) tahun

Suharjo Tahun 2014 | dan 6 (enam)
bulan dikurangi
selama terdakwa
berada dalam
tahanan dengan
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Nama

No | Tahun Nomor Perkara Terdakwa Aturan Putusan

1 2 3 4 5 6
perintah  selama
terdakwa  agar
terdakwa  tetap
ditahan dan

2018

94/Pid.B/LF
PN.Prp

Wagimin

denda sejumlah

ratus
rupiah)

o bsidair 3 (tiga)
»Bulan kurungan
-

enjatuhkan
idana  penjara

erdakwa selama
2 (dua) Tahun
dikurangi selama
terdakwa berada

dalam tahanan
dengan perintah
agar  terdakwa

tetap ditahan dan
denda sejumlah
Rp.1.000.000.00
0,- (satu milyar
rupiah) subsidair

subsidair 6
(enam) bulan
kurungan
Pasal 56 ayat | Menjatuhkan
(1) Jo Pasal | pidana penjara
108 Undang- | terhadap
undang terdakwa selama
Nomor 39 |1 (satu) Tahun
Tahun 2014 | dikurangi selama

terdakwa beradaa

dalam tahanan
dengan perintah
agar  terdakwa

tetap ditahan dan
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No | Tahun Nomor Perkara Tel;lggnk%va Aturan Putusan

1 2 3 4 5 6
denda sejumlah
Rp.
100.000.000,-
(seratus juta

F| ferdakwa dengan
Pidana  penjara
elama 1 (satu)
ahun dan 8
delapan) bulan
dan denda
p.1.000.000.00
0,- (satu milyar
rupiah) subsider
6 (enam) bulan
penjara,pidana
tersebut
dikurangi selama
terdakwa berada
dalam tahanan.

2019 Menjatuhkan
pidana

terhadap Terdak
wa dengan
segala
identitasnya
sebagaimana
tercantum dalam
Surat Dakwaan
dan Surat dengan
pidana  penjara
selama 4 (empat)
Tahun dikurangi
selama terdakwa
berada dalam
masa tahanan
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Nama

No | Tahun Nomor Perkara Terdakwa Aturan Putusan
1 2 3 4 5 6
sementara

ditambah dengan
denda sebesar
Rp.3.000.000.00

pidana terhadap
erdakwa dengan
pidana  penjara
selama 4 (empat)
tahun dikurangi
selama terdakwa
berada dalam
tahanan
sementara
dengan perintah
terdakwa  tetap
ditahan dan
denda  sebesar
Rp.3.000.000.00
0,- (tiga milyar
rupiah) subsidair
3 (tiga) bulan
kurungan

Sumber : Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, 2021

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 perkara pidana pembukaan lahan dengan
cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam kurun
waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 luas lahan yang terbakar di wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencapai kurang lebih 100 haktare, ke 7
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perkara pidana pembakaran lahan tersebut merupakan perkara pidana perorangan
yaitu pembukan lahan dengan cara membakar. Dari jumlah tersebut dengan

konsentransi 10 titik api (hotspot). Pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum

Pengadilan Negg acam cara atau peranan

‘ “‘\‘,“ .’G‘ g upah, pelaku

atau membakar

han dengan cara
lan Negeri Pasir
Pengaraian @hektar lahan yang
dibakar yai hanan, serta denda
paling besariWaittl Rp*3. ' , ghgan ketentuan jika

denda tersebutitidak dibaya a engan pidane ku Ama 6 (dua) bulan.

penulis menemukan fenomena sebagai Derikut :
1. Penegakan hukum atas perkara tindak pidana membuka lahan dengan
cara membakar belum maksimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian. Hal ini berdasarkan data di Pengadilan masih terdapat 7

pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum
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pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dari tahun 2017 sampai tahun

2019.

2. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor penyebab Pembukaan Lahan Dengan Cara

Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

10



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

b. Untuk mengetahui modus operandi Pembukaan Lahan Dengan Cara
Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

c. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Pembukaan Lahan Dengan

P geri Pasir Pengaraian.

Hayah Hu jadilz
< ety

r
=
D
a5
=0
jab)
3
QD
>
°
@D
>
=
a.

dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi
manusia lain (homo homini lupus). (Zulkarnain S, 2019:39).

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard seorang ahli
Antropologi Prancis (1830-1911) pada tahun 1987. Berdasarkan Oleh karena itu,

maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan

11
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dan rasa aman bagi manusia lain. Pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua
aspek yaitu dari segi Etymologis dan dari segi pendapat para ahli.

Dari segi Etymologis Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti

an. (Zulkarnain

S. 2020: AS IS
3 > ge 2fISi / batasan serta

ologi adalah suatu
mempelajari dan
a-pola dan faktor-

jahatan dan penjahat

yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

4. Frij merumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari kejahatan, bentu, sebab dan akibatnya.

5. Wood berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang meliputi segala

pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori

12
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tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-
reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

6. Michael dan adler merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan

.“ -perbuatan lingkungan

o .@ @ badan-badan

aflalah suatu ilmu
ahatan baik mengenai
dan penyelidikan

ungannya dengan

2017).

Kejahatan sebagai suatu gejala“sosial yang sudah terlampau tua usianya dan
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, serta
ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana telah diungkapkan oleh J.E Sahetapi

sebagai berikut (Zul Akrial, 2010:17) :

13
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“Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil
budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern

suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara

pelaksanaannya.’

5 ~‘ ‘ ‘ ‘!““ .9‘ ap sudah bukan

0.q . Mgl ini dimaksudkan untuk
mengembalikan keseimbang ) . pat perbuatan itu. Keseimbangan
yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah.
Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana
masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama
perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan

tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan

14
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kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut
kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis

merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut

2. Tind

diancam an pida ang Mmelan ’ angan tersebut),

singkatnya KUHP sekarang.

AN

(Moeljatno. terian kehakiman,

yang serin ita “tindak™ lebih
pendek dar kepada hal yang
abstrak sepé nkrit, sebagaimana

halnya denga kelakuan, tingkah-

RAnnagy

batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan
hukum yang demikian ini dinamakan ‘“subyektief onerechtselement” yaitu unsur
melawan hukum yang subyektif. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas,
maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah (Moeljatno

2015:62).:

15
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1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

bersifat melawa al pUMlY perbuatan pidana
pada umu 3 keao 2 elémen lahir, namun
adakalanya ‘délam" peruimus “diperlt Mer itu sifat melawan
hukum yan

3. Tindak

lahan.

Lahan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak

16
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mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan
dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum,

puti ara Republik Indonesia

!_15;;\‘% .9

an metode paling

i metode tersebut

(1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa

perbuatan: "melakukan pembakaran lahan”. Pengertian lahan tidak ditemukan

17
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pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian “lahan™ perlu

dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

' g berlaku, ada beberapa

Wt )

yang peruntukannya untuk Usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun
bagi masyarakat.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010
tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau

18
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Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan
pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang

peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi

pembukaan Hl&hah* pertanian fanpa 2 @ Daka KéMmudian, ketentuan
Pasal 3 Pe ) askar va; Penargoung jawab usaha
dan/atau ke ) melakukan PLTB.

PLTB, dila

Serta s@Sug an dan/a ghyang dikeluarkan oleh

kerusakan lingkungan hidup yang berkKaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota

untuk bahan:

19
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1. Pemantauan
2. Penyusunan kebijakan pencegahan,pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

lap orang berkewajiban

‘ ‘ m “l“‘ .Qa ang berkaitan

Selanjutnya, berdasarkan Pasal"15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha
wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di
lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit

kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan

20
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instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001,
mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya,

selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggung jawab

usaha bertanggu ahan di lokasi usahanya

dan waji ) ‘ “HM“‘ .ea ) atau lahan di

iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan
geofisika.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang berbunyi: “Setiap

orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penjelasan

21
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mengenai Pasal 69 ayat (1) huruf h, merupakan larangan kepada setiap orang yang

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berkaitan dengan

lingkungan. maka unsur-unsur dari pada pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH di

a. Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. lahan adalah
suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha
dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan
lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan

pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

22
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Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap
kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap

yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan

atau lahan meryg ‘ 3 ‘ acara komprehensif oleh
setiap pi ala “‘ .e 3 tan atau lahan
da semaksimal
mungkin, glekukan perbuatan
tersebut.
E. Konsep
= :

Unt emberi arah dé aya : S [a @tlalam menafsirkan

judul penel alam penelitian ini

sebagai beri

Krim Aenuny arnain adalah W' pengetahuan yang

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu
area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh
pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan

perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, 2018).

23
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Membakar hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan
mengorbankan kesehatan manusia. Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara

yang berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang

U

peradilan

A Y

penelitian

sistematis. Agar
ulis menggunakan

pokok, dan metode

FAHNALAND

A e

N
5
5
3
-
@
>
@
=
>
5
o
o
&
<
o)
<28

dengan kuesioner dan wawancara.

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yaitu dimana penulis bermaksud
melukiskan atau menggambarkan secara sistimatis tentang Pembukaan Lahan Dengan
Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

2. Lokasi Penelitian

24
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Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena masih adanya pelaku yang membuka

lahan dengan ca paupun lahan milik orang

lain / pe ‘ “\“\“ .Oa gadilan Negeri

: o

g generalisasi yang
terdiri atas M istik tertentu yang
ditetapkan g pulannya.

dari jumlah dan
karakteristi ambil dari populasi

tersebut har sampel merupakan

Azl

Adapun penentuan jumlah

<

sampel yang d| da Q_iplYadalah dengan metode
o
>

banyaknya sa

44)  pengertian purposive
sampling adalah teknik pent ) sampeMadengan pertimbangan tertentu. Alasan
pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena
tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawabh ini :

Tabel 1.2 Populasi dan Responden Penelitian

No. Jenis Populasi Jumlah | Responden
Populasi

25
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1. | Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 1 1
2. | Tokoh Masyarakat 1 1
3. | Terpidana Membuka Lahan 1 1

Jumlah 3 3

4. Data damd
Jenis data" Ye alam pe an ini ¢ *Mls yaitu data primer
dan data

a. Data P

2) Tokoh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu

3) Terpidana Membuka Lahan

b. Data Sekunder

26
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Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau dokumen yang

berasal dari peraturan perundang undangan, buku literature, jurnal, artikel, internet,

media massa, makalah yang mendukung dengan pokok masalah yang penulis teliti.

gibengumpulan data.
a yang diarahkan

en-dokumen, baik

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya
langsung kepada informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.
Menurut Sugiyono (2005:157), wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila
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peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih sedikit/kecil.

Adapun teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung

kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

penarikan an : al yang bers I gmiidiaan ke hal — hal

yang bersif

28
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BAB |1
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Kriminologi

1. Pengertian Kri

krimino i, antropologi,
dan psik n serigala bagi
manusia | ‘oﬁ lapat ditinjau dari

dua aspek. Ba fymologi: en” yang berarti
kejahatan a . Jadi kriminologi
adalah il beluk kejahatan.
(Zulkarnain

Dari

2. Pembagian Kriminologi
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuanyang mempelajari tentang
kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi

dari perancis. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
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kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak defenisi defenisi lain dari para pakar.
Namun yang terkenal adalah sebuah defenisi yang diberikan oleh Bonger bahwa

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan

empelajari tentang

AFL S )

A ELE

in mengetahui dan

kejahatan dalam

5. Penology, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan
hukum. (Zulkarnain S, 2014:5)

Selain adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan,

atau yang biasa disebut kriminologi terapan, kriminologi terapan pun terdapat

pembagianya sendiri juga, antara lain mencakup :
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1. Hygiene Kriminal, sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kejahatan, pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah

maupun masyarakat.

an tentang pelaksanaan

i\\&‘ao

nologi murni dan
terapan, ada erland. Sutherland
merumuska
jahat serta 50S ' Jo 0 ierland, kriminologi

memang me

ilmu, karena k

gejala sosial ini sangat dipenggaruhi oleh pelanggaran hukum. Menurut Sutherland

kriminologi terbagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: (Zulkarnain S, 2014:8)
1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu ialah perbuatan yang oleh hukum
dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa

suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di cabang ilmu sosiologi
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hukum ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki

faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya

hukum Pidana).

ahli lagi yang

mendefenisikan*dan ime , enjadi beb paglan. Namun hampir
rata-rata pendapg ada alnderipendapat Sutherland

dan Bonger, a menar an saja EMpe gapat dari Bonger dan

semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin
modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.”

Berdasarkan ungkapan Sahetapi tersebut dapat di katakan bahwa semakin
modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan baik dari segi bentuk,

sifat dan cara pelaksanaanya. Sehingga usaha untuk memberantas kejahatan terasa
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semakin sulit, apalagi terhadap Negaranegara yang masih baru berkembang,
hambatan-hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah

merosotnya kewibawaan hukum. Atas dasar itulah sangat penting untuk mempelajari

ilmu kriminologigd iperoleh pengertian yang

E“‘ .@¢ gsyarakat yang

ap penyimpangan
aupun yang tidak
kan manusia dan

masyarakat. - ' 26 - Jan itu. (Zulkarnain

sebagai tinjauan

terhadap hukurmikr erla epilk@n rekomendasi  guna

memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak
hukum untuk mengungkap kejahatan.

2. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan

perundang-undangan pidana.
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3. Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum,
serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana,

penemuan- penemuan yang menyimpang oleh kriminologi dalam proses

peradi Kriminal pada umumnya

.\ ‘ ‘ ““‘““ .$‘ gjjadikan bahan

nsur pelaksanaan
at kebijakan yang
uan dalam ilmu
uan dalam ilmu
fungsional dalam

kriminologi dapat

kriminologi sudah sangat erat, karena hasil-hasil penyelidikan krriminologi dapat
membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-
hasil studi dibidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu penelitian

kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang

(dekriminalisasi).
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Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki
kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuanya agar bersama-

sama menangani hasil penyelidikan, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk

aanya, yang semuanya

‘\\m\\\‘ .N

%‘é

T

studinya
sumbanga

penelitian

NN

Kinerja apa

terdakwa ma

merupakan sesuatu yang dapat diamati pada umumnya dapat diuji secara empiris.
Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua variabel
atau lebih yang telah diuji kebenaranya. (Nawawi, 1998:2).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatan bahwa teori merupakan hal yang

penting sehingga ilmu kriminologi juga membutuhkan teori-teori dalam mencari
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sebab-sebab kejahatan. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang
penyebab terjadinya kejahatan.

1. Teori Biologi Kriminal

arei aspek fisik manusia.

,@t j oleh ahli-ahli

antara bentuk

endz all pada pendapat
&
o~ |

‘ot
Usaha @ . ‘,‘,“‘ .

5 hubungan antara
5 Lombroso. Cesare
z okoh yang penting
dalam men b-sehs 3 ) DQis), sehingga dia

sering dipand 3 i bapak inolog lexn dag P'mahzab positive.

Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti
muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat

tersebut tidak dapat dipengaruhi. (Nawawi, 1998:62).
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Dalam mengajukan teorinya tersebut lambroso menggunakan teori evolusi
yang diajukan oleh Darwin. Menurut lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang

melanggar hukum alam (natural law). Dalam menyusun teorinya lambroso mulai

dengan memberj oRtoh gejala kej \ dunia tumbuh-tumbuhan

Dan ia jug an ba gencuri, pemerkosa
sedangkan We ilah p . Se ] litustlisebut aliran Neo

Lambroso. : i be ) pada p [ _otakebtlakang yang melihat

tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun. (Nawawi, 1998:64).

Teori Lambroso ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap hukum
pidana khusunya pada zaman itu. Pengaruh positifnya, timbulnya perhatian para ahli

hukum pidana dalam memandang penjahat senagai subyek dan bukan hanya sebagali
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obyek belaka, akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku,
disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri.

Sedangkan pengaruh negatifnya adalah, timbulnya sikap penegak hukum

khususnya hakim ‘ asang s ‘ ang diangap memiliki
ciriciri g at, ¢ “‘ .93‘ elain memiliki
1 ﬁ dari beberapa
& .

g A ahzab lingkungan

pentingnya faktor

penjahat sesuali

eri, apakah bakteri

tersebut da ' ' ; mane diletakkan, kalau

sejumlah mahasiswa yang memenuht ciri-ciri seperti yang dikatakan Lambroso,
ternyata dari hasil penelitianya bahwa sebagian besar diantaranya adalah termasuk
manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam

lingkunganya mereka diangap sebagai orang yang bermental baik.

38



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Seiring berjalannya waktu akhirnya teori dari C. Lambroso ini mulai
ditinggalkan. Sebab teori-teorinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan namu C.

Lambroso telah berjasa dalam membantu ide-ide kriminal psikiatris. (Santoso dan

Nt
i
S
3
@
5
-
(@]

antara tipé lan mental yang

ANAL

abnormal. entuk, yaitu:
1. w gi, ceking, dengan
g selalu mengadakan
2 ‘ , kegemukgemukan
3 doulddengan tulang dan urat

Menurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan
pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian,
tipe atletis kebanyakan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.
Tokoh lain yang termasuk kedalam mahzab Biologi Kriminal Modren adalah H.

Sheldon, dia membagi manusia kedalam 3 tipe berdasarkan panjang pendeknya usus,
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yaitu tipe endomorphic yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe mesomorphic yang
memiliki sifat aktif dan agresif, tipe ectomorphic yang memiliki sifat sensitif terhadap

kegaduhan dan gangguan.

e tersebut memiliki ciri-

lembut, badan

gung dan jaringan

dan lemah, muka

kecenderungan bi akuka ejaha arena  proses meniru keadaan
sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation, di indonesia
perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh
perundang-undangan yang ada. (Indah, 2012:48).

Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya

perhatian penegak hukum, khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi
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kriminal dinegara kita. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit
dirumuskan, dan kalaupun ada maka perumusannya sangat luas sehingga dalam

pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan

Be § Jangguan : - disini antara lain

psikoses, cage
1. Psikoses
Psikoses or

a. 1 ta Al afl kemerosotan yang

cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
c. Encephalitis lethargica. Umumnya penderitanya adalah anak-anak
seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran

seks.
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d. Snile dementia. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia
dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan

emosianal dan kehilangan kontroil terhadap dorongan seksual, bersamaan

in, menimbulkan tindak

m“‘ .&e anak. (Indah,

Psikoses F

paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada keperibadian yang
terpecah. Melarikan diri dari kenyataanya. Hidup dengan fantasi, delusi
dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang kadang

merasa ada orang yang menghipnotis dirinya. (Indah, 2012:69).
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2. Cacat mental Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan

intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi

rendahnya 1Q dan tingkat kedewasaanya. Beberapa literatur membedakan

bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada
umumnya penderita hysteria adalah wanita.
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban
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seseorang atas perbauatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri,

yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa

tidak ada perbua apa jika tidak ditentukan

terlebih dahult “h“““ ."

Strafbaar SFEIPen ah,Mengolnakan perkataan
strafbaar f@lifs® . ebut a ) galfpidana” di dalam
Kitab Un g esuatu  penjelasan
mengenai P8 S¢ a yang dil Enganperkataan strafbaar feit
tersebut. “p an_feit ity sendi : ahasa*Belantasberarti sebagian dari

suatu kenya ' s afip, 1997:181).

diatas, pembentukan undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai
apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit, maka timbullah
didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan

strafbaar feit tersebut.
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Namun demikian dalam perkembangannya, istilah “strafbaar feit” dalam

beberapa peraturan disebutkan dengan beragam peristilahan antara lain:

1. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah

‘ i dapat ditemukan dalam
%“ .9 0 ETindak pidana
31, Pasal 32,

)
ol

y Pasal 38 adalah

dimaksud tidak saja eendoen (perbuatan) akan tetapi juga een natalen
(mengakibatkan).
b. Perbuatan itu yaitu perbuatan dan menjadikan dilarang dan diancam

dengan hukum oleh undang-undang.
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c. Perbuatan itu harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung
jawabkan artinya dapat dipersalahkan.

6. Van Hammel merumuskan strafbaar feit hampir sama dengan pendapat

‘ ‘ nda d ‘ g _dengan sifat perbuatan
a® \\M\\ '0‘

<
R 4

weatyaveth

‘,\“
=
QD
>
o
QD
>
=
QD
=
8
S

" (]

yang dapat dihukum.

9. J. K. Jonkers mengistilahkan strafbaar feit dengan memberikan defensi
menjadi dua inti:
a. Strafbaar feit adalah kejadian yang dapat diancam pidana oleh

undang-undang.
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b. Strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum
berhubung dilakukan dengan sengaja. (Kansil, 1996:102)

Dari beberapa pendapat sarjana di atas, maka ditemukan unsur-unsur tindak

juga telah buat sua ax g be i afbaar feit” yakni

sebagai “sul gl Ona : Bl tdlah ditolak di dalam
sesuatu perg g harus ditiadakan
oleh hukum p rsifat memaksa yang
terdapat didalam’

.% . Hamelftelah merumuskan “strafbaar
feit” itu sebagai “suatu sera . aman terhadap hak-hak orang lain”

(Lamintang, 1997:182) yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.
Pompe menengaskan lagi, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
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terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang:
1997:182)
Sungguhpun demikian diakui para ahli hukum, sangatlah berbahaya untuk

mencari suatu pe

yang memi

hukum, tela

yang terpenting bagi teori itu adalah, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila
tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan
berdasarkan sesuatu bentuk schuld (kesalahan), yakni dengan sengaja ataupun tidak
sengaja, sedang hukum positif tidak mengenal adanya suatu schuld tanpa adanya

suatu wederrechtelijkheid (Pelanggaran hukum).
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Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan
pendapat menurut hukum positif, disatukan di dalam suatu teori yang berbunyi geen

straf zonder schuld atau tidak ada sesuatau hukuman dapat dijatuhkan terhadap

dengan uraian perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam hukuman pidana, maka
perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelakunya atau si pelakunya
mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu dapat disesalkan padanya serta jelas

melawan hukum. (Kartanegara, 1984:99)
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Selain dari keterangan diatas, Moeljatno juga mengatakan, “Untuk

pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja,

akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela,

dalam undang-undang. Sungguhpun™ demikian mereka ini sependapat untuk
mengatakan bahwa orang tidak lagi dapat berbicara mengenai adanya suatu strafbaar
feit bila mana unsur wederrechtelijk dari sesuatu tindakan yang terlarang itu telah

ditiadakan oleh sesuatu strafuitingsgrond.
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Ahli hukum Van Hattum berpendapat, sesuatu tindakan itu tidak dapat
dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya,

perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend

artikan sebagai
suatu tindakan®VYang Karena i ~ itu membuat
seseorang Memfe . ’ , : ptis di atas adalah
suatu kata
menurut Pr sebagai perbuatan
menghilang idak perlu untuk

mendapatkani

Oleh Kkare Ag ; afbaar feit i glah orang yang dapat

berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Dan semua syarat yang harus
telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap
sebagai unsur-unsur dari delik.

Simons telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh
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seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang,

184) Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus dirumuskan seperti

diatas adalah karg

lakan tersebut harus

muskan di dalam

dari kenyataan bahwa tindakan tersebut’adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan
dan undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu
unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-

unsur yang lain.
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Didalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara
tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat weder rechtelijk. Apabila

sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan dimana undang-undang

dibebani

tertentu, yaitu misalnya :
a. Cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi unsur syarat-syarat

tertentu.
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b. Subjek maupun objek dari sesuatu tindak pidana itu haruslah mempunyai
sifat-sifat tertentu.

c. Waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai

al 5 %
ﬁw‘

=
dene

dilakuka
pasal 211
ancaman ak@
mengguna

sesuatu ben

untuk melal rat-syarat tertentu,

ALY

yakni “pencurian

“seorang pejabat agama”, 294 ayat 2 yakni “seorang dokter, pendidik atau
pengawas”, 444 KUHP yakni “seorang nakoda”, 294 ayat 2 angka 1 KUHP yakni
“seorang pegawai negeri” dan lain-lain.

Syarat-sayarat yang menentukan bahwa objek dari sesuatu tindak pidana itu

harus mempunyai sifat-sifat tertentu, dapat kita jumpai antara lain di dalam Pasal-
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pasal 63 ayat 1 angka 1 KUHP yakni “ternak”, 292 KUHP yakni “seorang anak yang
belum dewasa”, 293 ayat 1 KUHP yakni, seorang anak yang belum dewasa yang

kelakuannya tidak cacat”, 191 KUHP yakni “bangunan yang gunanya adalah untuk

perang”,

kebakaran”

menyatakan pendapatnya yang sama dengan pendapat Profesor Mr Van Der Hoeven
tersebut di atas, dan sebagai terjemahan dari perkataan strafbaar feit tersebut, Mr
Satochid Kartanegara telah menggunakan perkataan “tindak pidana”. Di dalam
kepustakaan juga sering menjumpai perkataan-perkataan lain untuk menyebut apa

yang dimaksud dengan strafbaar feit, yakni delictum di dalam bahasa latin, delict di
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dalam bahasa Belanda delikt, dalam bahasa Jerman delfit di dalam bahasa Prancis
ataupun delik di dalam bahasa Indonesia.

Sementara jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam

unsur- unsurnya 1 h disebutkannya sesuatu

‘ ‘ \“““ .06 gsuatu tindakan

sesuatu tind
merupakan
terakhir ini

berarti “hal

*a\\‘la\““"“‘?‘

: ““i—'*‘

-]
D
<
=
=
[
wn
D
«Q
=5
QD
wn
D
wn
c
QD
~—+
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keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
(Djamali, 1996:157)
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
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2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau foging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud seperti misalnya di dalam kejahatan-kejahatan

gperti misalnya
sal 340 KUHP.

rumusan tindak

seorang pegawai

asal 41 KUHP atau

disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk
undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik
yang bersangkutan.

C. Tinjauan tentang Pembukaan Lahan
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Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu
area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh
pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan

ainnya (Setiadi, 2018).

gbagai pekebun

menimbulkan

pembersihan lahan

Pertanian Republik

fungsi ini. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan

menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.
Pembukaan lahan (Landclearing) adalah salah satu langkah awal untuk

bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak

ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya,
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pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian,
transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini

sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada

masyarakat#dda adinya kabut as g kah khususnya yang
berkaitan denfa ehatan, seperti mening nde Bhekit infeksi saluran
pernapasan

Kabut¥a s : . afiSportasi baik udara,

47/ Prementan/ OT.140/ 4/ 2014).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,
pembukaan lahan kelapa sawit harus dilakukan dengan metode zero burning atau
tanpa pembakaran. Walaupun pembukaan lahan melalui pembakaran memakan biaya

yang sangat murah, namun dampak negatifnya juga tidak kalah sedikit. Membakar
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hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan mengorbankan
kesehatan manusia. Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara yang

berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang

hidup deng : | a peSECcara sengaja oleh
orang atau orasl, Se ga te ak@pidana lingkungan
hidup. Pem ahan dapat chagaiystatl bentuk kejahatan
dan dapat

liki suatu dampak

yang dapat enuhi unsur-unsur

Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta
menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan
lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
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1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai
Perkebunan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana

HP yang menjelaskan

‘ “‘\“‘ .?a an atau banjir

Lingkungan Hidup, pada pasal 69 aya a7 oifab orang melakukan
pembukaan l@ahamdent ' aka . danya pengecualian
pada pasal 6 3 ngsbcrbunyi \ dldimaksud pada ayat

(1) huruf h an lokal di daerah

hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi

oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.
Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada pasal 50 ayat (3)

huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan dalam Undang-

Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku
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usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membakar”.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana

gai bentuk pertanggung

RATS M RN

a. ngan Hidup pasal
ditimbulkan dari

b.

C.

116 sampai pasal 119 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana
terhadap korporasi dengan menjelaskan pihak mana saja pada sebuah
korporasi yang bisa dijatuhi sanksi pidana atau dimintai pertanggung

jawaban, serta mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan.
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d. Undang-Undang Perkebunan pasal 108 yang menjelaskan mengenai

pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan

dengan cara membakar seperti dijelaskan pada pasal 56 ayat (1).

ngatur mengenai

u tindak pidana

Perlindungan dan
Pengelola - h dang-undang ini

menggunaka 3 : f dalam penegakan

tersebut menggunakan ancaman hukuman maksimum sekaligus minimum atau

dikenal dengan minimal khusus, begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya.
Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana

sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan

hidup diterapkan double track system (sistem dua jalur), yaitu terhadap pelaku
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pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda yang
bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, sanksi pidana penjara dan pidana

denda akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Selain

itu, pertanggung.4 p_pada kesengajaan atau

‘\\\\\“ .0‘

| tindak pidana
yang telandifakukan Derug ongfAan.atalptilkealpaan dengan
. Rumusan delik
memberi pe kum menganggap
segala sesu

wajib dibuktikan

sesuai huk cara pi : jJa da ha hdtan dan lahan harus

sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi
pidana. Pertanggung jawaban korporasi merupakan permasalahan yang kompleks
menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan karena
pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum vyang dilakukan korporasi

merupakan hal yang sulit dan kompleks.
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Membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan.
Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisioanal atau peladang

berpindah, namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi

meremajaka au meng ' e@karan hutan lebih
pada kejad : lengaja dan Nda iallorakteknya proses
pembakaraniRiseé 3 kendall Bt . Kebakaran hutan

menjadi p nbano be : ¢ besar dibanding

tunggak pohon,gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.(Saharjo,
2003:83).
1. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang

diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut. (Muharni, 2012:26),
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a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan
hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 41

perorangan
dikenakan

b. Membak

Tind:

hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah
(Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
¢. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon,
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memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari
pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5

miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa

Pasal 38 ayat (4)
kan penambangan
dengan pola ' ka, di 3 3 jiatan penyelidikan

umum, eks asi atau e s )3 i menteri, diancam

lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat (6)
Juncto Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
f. Mengembalakan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan

sengaja mengembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus

67



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

g. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

A angsiapa dengan sengaja
W)
‘ﬂ\ iy 4
\?\ N@ﬁsﬂh&dsﬁﬂy Py

‘ t diduga akan
ﬂ pa ijin pejabat
4 o

g’l' 5 o dan denda paling

or 41 Tahun 1999

barangsiapa - ' : apat menyebabkan

kebakaran, 1S3 . ayak eberada Mkelangsungan fungsi

I. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.
Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yaitu barang siapa dengan sengaja

mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang
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dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

2. Dasar Hukum Pembakaran Hutan

hutan” Pasal 78
ana dimaksud
aling lama 15 (lima

lyar rupiah).

(satu milyar

Kebakara an dape Ke : lan pelakunya tidak

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
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manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
(Supardi, 2003:25).

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak

sebagaimanaldime ud 'da B al 69 aysa L dipitlana dengan pidana

penjara pali @ i _ﬂ ) tahun dan denda

paling sedik .000.000,00" (ti [ n paling banyak

ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2
hektare per-kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan
dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah

sekelilingnya”.
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Pasal 98 ayat (1) UUPPLH : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana pg ingk )aling lama 10 (sepuluh)

\
tahun ¢ da '} ‘I“‘ .e& iah) dan paling

dipidana de an paling lama 12

(dua belas) pat miliar rupiah)
dan paling . Pasal 98 ayat (3)
UUPPLH : ayat (1) mengakibatkan
orang luka b aling singkat 5 (lima)
tahun dan enda  paling  sedikit

Rp5.000.000.000 A a Rp15.000.000.000,00

mengakibatkan dilampauinya baku mufu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah)”. Pasal 99 ayat (2) UUPPLH : “Apabila perbuatan sebagaimana
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dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

undang ini, teskadap ba saha. dapat ( i Pahan atau tindakan

tata tertib b

¢. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pasal 56 ayat (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka
dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Pasal 108 : “Setiap Pelaku Usaha

Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah)”.

d. Kitab Undang

1) PERGUB Riau Nomor Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap
Pengendailan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;

2) PERGUB Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan.

f. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan
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Tindak pidana kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana

bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya” Daftar Bentuk Tindak

g.Nomor 41 Tahun 1999

N i an-alasan  untuk

dijadikan sebagai
sudah tidak lagi

tan perkembangan

LSO

pembangunan sektor kehutanan. Undang-undang Kehutanan lama tidak melakukan
kesalahan apapun sebelumnya, ia hanya semakin tertatih-tatih mengikuti laju
perkembangan keadaan.

Sekalipun begitu, undang-undang Kehutanan Baru juga mengakui bahwa

sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran
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rakyat, kondisi hutan cenderung menurun (menimbang huruf b). Undang-undang

Kehutanan Lama. Tidak ada penjelasan sama sekali apa yang menyebabkan hutan

cenderung menurun. Kondisi ini seolah-olah terjadi tanpa penyebab.

internasional (dalam kaitannya
dengan hubungan antarnegara)
6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya

penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya.)’’

75



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

Aspek aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan
kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan

datang. (Supriadi, 2008:38-39).

‘ ‘ icarakan tentang ekologi.
‘ “\“ ..a arganisme  dan
pLa iologi, evolusi,

y ang mempelajari

Jan pembangunan

AR

Jannya berhubung
dengan b ibat dari proses
pembanguna untuk memperoleh
taraf hidup jahteraan atau taraf

erada. Khususnya di

thnaang

penting dilakukan

Dengan demikian pembnagunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf
kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari
adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi
semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti

penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang

76



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

maupun tumbuhan. Disamping itu terjadi pula berbagai penyakit sebagai akibat dari
pencemaran tersebut. (Siahaan, 2004:22).

Hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan manusia, baik

balik antara biotic dan

Pada titik ecological

.000 Ha hingga 1,3

lahan sebagaimana diuraikan diatas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan

dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran.
Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang

menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim, yang pada akhirnya

memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Penggunaan hutan
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dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan

sebagainya. Bagian ini dimaksud untuk mengungkapkan faktor hukum dari

anusia dalam bentuk lain

pembakarafil ¢ 2 eitdl habitat yang ada
didalamnya a ; e : ibatkan berbagai
macam pen i jar rnapasan ya WERBbkan kematian dan
iritasi pada
menjadi musfahbuke ' ja te ! glyang ada juga akan

punah akibatfelé 1 ersel jara juga Bfasakan dampak dari

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan khusunya udara saat ini
masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun institusinya. Peraturan perundang-
undangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulan pencemaran yang bersifat
nasional adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum di keluarkan Undang-Undang tersebut,
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bentuk perundangundangan bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dari
instansinya/departeman dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung dibawahnya.

Adapun bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi atau keputusan menteri

untuk tingkat p 5 daerah berupa peraturan

Uy ‘ !\7’“‘ .@J

kerusakan ling aja. Na tamfternyata mencakup
bidang-bida a 4 aspek yang
terindikasi ersebut mencakup

terhadap ekologis

spesies endemic (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat

kebakaran hutan.

2. Erosi; Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika
tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan

yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.
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3. Alih fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu
yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan

mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang

sap dan gas CO2
akan menurunkan

anya berpengaruh

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang
dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di Pasir Pengaraian. Letaknya
sekitar 187 Km dari ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu

termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu
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daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan
daerah perantauan orang — orang Minangkabau pada masa lalu (rantau nan tigo jurai).

Pada masa itu diistilahkan sebagai “Taratak Air Hitam” yakni Rantau Timur

terletak dpba a_4Pr K '; u terletak pada
ketinggian . gerah yang tertinggi
adalah Ra
adalah Bong

as wilayah sebagai

berikut:
a. Hilir dan Provinsi
b 11 Koto Kampar dan
C.
d. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar.
Kabupaten Rokan Hulu mempunyai luas wilayah + 7.449,85 km? atau 7,88%
dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km?). Di derah Kabupaten Rokan Hulu

terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian
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hulu mempunyai panjang + 100 km dengan kedalaman rata — rata 92 meter.
Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk kedaerah Kabupaten Rokan Hilir.

Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan 1V Koto, Kecamatan

Pendalian 1V Kag . e an Ke Darussalam, Kecamatan

\
ofe M“‘ .9& an Kepenuhan

terjadi hinggawsaat ini te A7 desa elurahan.yang terdiri dari 135

pedesaan d

Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari Gambar berikut :
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o)
he!
o
=
=
c
©
X
o
o

peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Tambusai Utara
yang berjumlah 104.125 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk

terendah berapa pada kecamatan Pendalian IV Koto yang berjumlah 12.430 jiwa.
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Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah
641.208 jiwa.

Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu

hulu daerah Rokan Hulu
grah perantauan
Pada masa itu

Rantau Timur

hilir dari sungai-
ah Sungai Rokan,
Kampar danilpdera /a semua sk di dalam Provinsi

Riau.

Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tongah, Ompek Induk, Molayu Bosa,
Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil,
Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo

Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.
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Di sekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula
sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan

tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah

Utara dan Bara iliki kedekatan sejarah

‘ ‘ “HE“‘ .eé matera Utara.

pau, dan tidak

transmigrasiia Seja ceme @a ) an para perambah
hutan asal era Timur. Mereka
tersebar di I — sentral lokasi

nya sebagai tenaga

berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada
umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

4. Gambaran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
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Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemerintah Daerah Kapubaten Rokan Hulu JI. Keadilan No. 6 Pasir Pengaraian, Riau

Telp (0762) 91677, 91745 email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id.

inang. Seiring

bidang penyele an’ p 3 &f syarakatan, maka
sesuai ama ‘ | I N 1 gentuklah kabupaten
Rokan Hul

Oktober 19

kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

Meski terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003, gedung Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 18 Agustus
2004, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 102, yang saat itu masih merupakan

gedung lama yang biasa digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang
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sebagai zetting plat. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2017 gedung Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian yang berada di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Rokan Hulu, JI. Keadilan No.6 Pasir Pengaraian yang digunakan saat ini diresmikan

Pengaraian Kelas 111

VISI
TERWUJUDNYA PENGADILAN'Y

MISI

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
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d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di

Pengaraian.
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Pengadilan Negeri Pasir
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara
Dibakar Di Wad@ayah Hukum Pengadilan Ne@eki Pasir Pengaraian

1. ( lan_dis Kt@l¥ekonomi sangat banyak.

pekerjaan yang sangat kecil.

2. Faktor psikologi. Kejahatan dari faktor ini biasanya terjadi bukan karena
faktor kebutuhan, melainkan kejahatan dari faktor ini adalah untuk

mencari kepuasan seperti yang dijelaskan diatas. Yang mana pelaku tidak
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puas jika tidak ada melakukan kejahatan. Biasanya pelaku dari faktor ini
merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Faktor media. Kekuatan paling berbahaya didunia saat ini adalah

J

“ﬁ\‘-ﬁi

akan mengikuti perbuatan tersebut hal itu dikarenakan faktor lingkungan
merupakan tempat kedua setelah keluarga dalam pembentukan
kepribadian seseorang. Jika lingkungan itu dihuni oleh orang-orang yang
jauh dari perbuatan menyimpang maka orang tersebut akan memiliki

kepribadian yang jauh dari perbuatan menyimpang tersebut.
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Faktor biologis. Perbuatan menyimpang tersebut bisa juga turun lewat
biologis orang tua. Orang tua yang sering melakukan perbuatan

menyimpang cenderung memiliki potensi yang lebih tinggi untuk turun

dak pidana, justru

ALY

tinggi cenderung
merusak tatanan
an pada Q.S Al-
an kepada mereka:

Mereka menjawab:

thhaaty

dan rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik dan
tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum,
sehingga bisa memicu orang tersebut untuk melakukan perbuatan
kriminal dikarenakan semakin terkucilkan di masyarakat yang disebabkan

oleh cacat fisik tersebut.(Kartono, 2014:150).
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Faktor penyebab terjadinya kejahatan di atas merupakan faktor umum yang
banyak ditemui dibeberapa kejadian pelaku tindak pidana yang melakukan hal

kejahatan. Dari faktor tersebut bisa dapat disimpulkan kenapa seseorang melakukan

pembakaranigla i di [ _Of¢ Alam memberikan
dua sudut pan

1. Dari sud

kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari
sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan
itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar

perundang-undangan yang berlaku.
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2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from thesociological point of view).
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh di dalam hal

ini adalah bila g8 A, keras sampai mabuk.

ra imin _memig Y
S WDyt -
namun ‘ Bk ” 5

akat islam, dan

lan Negeri Pasir
0 menjs *'. dana pembakaran

o
hutan dan lahag ; , ﬂ ni banyak hal, di
Kabupaten ) Sekitar 10 titik api yang

masih beru g bertambah apabila

tidak ditanggulangi ‘sece ' 2 T “? yebab yaitu faktor

kelalaian ma cuaca di Kabupaten

Rokan Hulu y ebdbkan pohon dan dahan
Ly

mengering yang "TFT" Akan tetapi yang jadi

memotong menggunakan mesin yang memerlukan biaya yang sangat besar, oleh
karena itu petani lebih memilih menggunakan api untuk metode sebagai mereka
membuka lahan. (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari

2022).
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Beberapa kasus yang kami tangani banyak diantara para terpidana yang
mengaku bahwa, mereka tidak tahu kalau membuka lahan dengan cara membakar

dapat dipidana dan kebakaran yang terjadi akibat mereka meninggalkan api yang

sekitar 1,4 Hek ahan ya rhake ,l’f tetapi milik warga
bernama tersebut. Irwan
merupakan inya dijual sebagai

pemasukan s

bensin bercampur oli selanjutnya terdakwa langsung menumpukkan / mengumpulkan
ranting — ranting kayu dan tunggul kayu yang telah kering menjadi beberapa
tumpukan dengan tujuan memudahkan untuk dibakar lalu dengan mempergunakan
korek api mancis, terdakwa langsung membakar tumpukan ranting yang sudah

mongering tersebut dan lebih kurang 3 jam tumpukan — tumpukan batang pohon dan
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ranting — ranting tersebut dan dengan keadaan cuaca cerah (panas) matahari dan
angina bertiup sehingga api dengan cepat membakar lahan kebun yang terdakwa

kelola.

pi berulang kali dengan
motif y; i 0@ an hanya bagi
aparat pemegal aRin ara panyak terkena

dampak kebakaran.h IpateRsh lu khususnya di

usu, Kecamatan
Rambah H : ) 3 meni 3 pas dari mayoritas
warga yang A, disekto - pert: 3 : - g dimana banyak
warga yang me a | G enggunakan mesin

potong rumpUifiehttisaja ha enje 3 e & ya jauh lebih murah

masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara dibakar.
(Wawancara salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, 20 Januari
2022).

Kasus yang terjadi pada Irwan merupakan akibat dari ketidaktahuannya

sehingga perbuatannya dapat menimbulkan tindak pidana bagi dirinya sendiri, dan hal
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ini merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kejahatan. Apabila kita ingin
menganalisa menggunakan Teori Kriminologi dari yang disampaikan oleh Bonger,

Bonger mengatakan bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana

seseorang

kita temui

bAaNae

berhubunga

tanan
<
g
_|
2
£
2
i)

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. (Santoso, 2004:75) Versi
pertama dikemukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan
disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, isi atau konten
yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain.

Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan
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menyebabkan seseorang berperilaku kriminal, yang terpenting adalah isi dari proses

komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau

perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada

bahwa kejahatan
bukan han er I nya komuni Nt M@ penjahat terlebih
orang yang paikan atas dasar
ketidaktahuamihyas e S apat menyebabkan
terjadinya sus idang yang da al'lnnada gkipidana pembakaran.

Hal ini juga menjaw : : kagliutan dan lahan secara

bersamaan.

mereka dilarang dalam Undang-undang dan tergolong dalam tindak pidana. Persoalan
pembakaran hutan tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara menangkap pelaku dan
memberinya sanksi, karena seberat apapun sanksi pidana yang diberikan oleh
Pemerintah, tindak pidana pembakaran hutan akan terus ada apabila penanggulangan

ini tidak dilakukan langsung ke akar permasalahan, akar permasalahan bukan dengan
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cara menangkap semua pelaku personal, tetapi lebih kepada pemberian edukasi serta
melakukan Equality Before the Law terhadap kasus yang sama dengan orang yang

berbeda, agar masyarakat selain diberikan edukasi terhadap larangan pembakaran

hutan dan lahan g pemerintah memberantas

B. Modus¥ 2k Pidata <a an' Cara Dibakar

jalarannya bebas
pada areal yang encanaka : ar alam dari hutan.
Kejadian inigding api_melahap bahan be di dalam kawasan

hutan yang 8¢ g fan tida gan kebakaran lahan

api semakin cepat menjalar dan
Faktor lain yang bisa terjadi biasanya dikarenakan adanya angin yang bertiup
kencang sehingga menimbulkan gesekan-gesakan batang-batang daun yang kering

kemudian mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran
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hutan dan lahan. Pada musim kemarau, angin cenderung lebih kencang sehingga
hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran akibat percikan api yang kecil.

Faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan selanjutnya adalah

karena ulah man obohan. Kelalaian dan

berbagai (o[ 1; C el & lah faktor yang
disebabka ara dibakar secara
sengaja.

Terj ir telah mengubah

AtANNY

hutan dan klim' yang sangat

menakutkan ngganan kebakaran

hutan dan la ir atau lebih selama

L

terpaksa menetapkan status “Darurat Asap”, sebagai sinyal bahwa udara di wilayah
Riau cukup berbahaya. Sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan, jika tidak ada
ruang atau tempat di Riau saat itu yang bebas dari paparan asap tebal dan berbahaya.

(Syahrul dan Munir, 269).
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Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum
terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian

beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas

mbatasan secara inheren

yaitu: (Rah
1. Samksi pida ela [ ntt alifilungi  kepentingan

Kdrena manusia tidak

Tindak pidana sendiri dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku
yang melakukan tindak pidana, bahkan tindak pidana merupakan upaya terakhir atau
disebut ultimum remedium apabila alternative penyelesaian suatu pelanggaran tidak

bisa menyelesaikan masalah tersebut.
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Namun dalam tindak pidana pembakaran hutan pemerintah lebih memilih
melalui pendekatan hukum pidana sebagai alternatif utama agar masyarakat tidak

melakukan tindak pidana tersebut. Pembakaran hutan menjadi suatu hal yang sangat

skerja di sektor pertanian

serta mg | 1a m!“'ﬂ .@

a mbakaran lahan

yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan;

2. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketebalan yang
membuat jarak pandang terbatas;

3. Sekolah diliburkan dan menganggu aktivitas pendidikan hampir diseluruh

wilayah Provinsi Riau; dan,
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4. Menurunnya angka populasi flora dan fauna akibat kebakaran hutan dan
lahan di wilayah hukum pengadilan negeri Pasir Pengaraian.

Untuk mengidentifikasikan apakah pembakaran lahan yang terjadi adalah

kelalaian manusi ! gpakan fa aparat penegak hukum

““ .Q“ land clearing
&JW%{/ ” n, tidak adanya

perusahaan atau

ebut, maka dapat

oleh aparat Kep@ ian, yang da al in okan Hulu. Dalam
menanggula

sendiri, men as s af anbahwa Polres Rokan

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Polisi Kehutanan

5. Dinas Pemadam Kebakaran

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Masyarakat
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Pelibatan instansi lain ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam
menanggulangi pencegahan serta penindakan pembakaran hutan dan lahan. Namun

tetap untuk kasus penegakan hukum diserahkan kepada aparat kepolisian sebagali

pelaku pembakaran.

‘ ‘ !‘Mﬁ‘h“ .90 ng dikeluarkan

a dengan pidana

penjara palingys at 31 tahun dz a1 D ) tahun dan denda

kerusakan fungsi lingkungan hisup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan

orang mati atau luka beratpelaku diancam dengan pidana penjara paling
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lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas miliar rupiah)

Selanjutnya Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang

secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Dari pasal yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat dilihat sanksi yang
dijatuhkan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah berat, namun yang

kita ketahui bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tindak
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pembakaran hutan dan lahan masih sering terjadi, padahal pengaturan terhadap
pembakaran hutan dan lahan telah secara tegas mengatur larangan terhadap tindak

pidana pembakaran hutan dan lahan.

blakukan, tidak

telah diput ) § a I putusan Nomor

311/Pid.B/L

Kebakaran lahan terjadi ketika Irwan melakukan imas tumbang terhadap
tumbuhan yang ada dilahan tersebut kemudian setelah tumbuhan yang diimas tersebut
kering lalu timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara

membakar selanjutnya pada hari selasa pada tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul

13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa mancis dan minyak
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bensin bercampur oli selanjutnya terdakwa langsung menumpukkan / mengumpulkan
ranting — ranting kayu dan tunggul kayu yang telah kering menjadi beberapa

tumpukan dengan tujuan memudahkan untuk dibakar lalu dengan mempergunakan

motif yang JErbg : aja menjadi afli bukan hanya bagi

aparat peneg@g umte : a bag araka palihg banyak terkena
dampak keb | orle P ROkall Hulu khususnya di

Desa Muara

Perkebunan.

Menurut Nopelita Sembiring, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian, menyatakan salah satu kasus pembukaan lahan dilakukan oleh Saudara
Irwan Alias Iwan Bin Zainal, Perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan

tindak pidana “Membuka dan / atau mengelola lahan dengan cara membakar
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)”, Sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan. (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,

19 Januari 2022

>
/7.

anay

tokoh Sosiological
Jurispruden sebagai salah satu

usaha dala kum pidana yang

Shyaaey

m pidana in abstracto oleh badan
pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi
masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk

peraturan perundang-perundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-
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undangan pidana yang paling baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan
daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana)

aparat penegak

na. Tahap kedua

atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu
dan mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran, harus selalu melakukan upaya
pendekatan yang paling relevan, menyusun pemikiran-pemikiran yang paling
objektif, logis, serta membuat asumsi-asumsi yang paling jujur dan berimbang

terhadap suatu kebenaran. (Syahrul Al, 2017:153).
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Apabila kita menghubungkan antara Teori Penegakan hukum dengan tinjauan
kriminologi seseorang melakukan tindak pidana tentu saja dapat kita lihat secara

komprehensif dan mendalam dari apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound. Dari

kasus Irwan Alias ng tinggal di Kabupaten

‘ ‘W"\“‘ .#a bun atas dasar

dengan terbakai han da : adi®pertanyaan apakah
penegakan Atk ang te ukan oleh 2 : um masih belum

maksimal.

Masyarakat terkesan mengatakan bahwa aturan pidana yang ada pada saat ini
hanya menyasar pada masyarakat bawah dan tidak bisa menggapai corporate,
masyarakat berani membakar lahan dikarenakan ada perusahaan yang lebih besar
menjadi contoh oleh masyarakat dalam membuka lahan. Hal ini tentu saja tidak

mencerminkan penegakan hukum seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound.
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C. Upaya Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan
Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penanggulangan kejahatan atau upaya penanggulagan kejahatan merupakan
bagian dari upaya perlime

ngan masyarakat dan upa tuk mencapai kesejahteraan

sebagian f nege i /ang ticakelod : ena jika diabaikan
akan menye an tida o ifRlarapkan. Penegakan

hukum meru S| rVan # 1da dalam tahap cita-

dan penegakan hukum mikro. (R@

Penegakan hukum secara Secara makro ialah upaya untuk menegakkan asas
negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
menjadikan hukum aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan

berbangsa dan bernegara, sedangkan Penegakan hukum secara mikro adalah upaya
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negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang
berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus

pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

3 “ blDertujuan ua "ﬂ A penindakan hukum bagi

para pe ‘ ‘ ‘%N\‘-‘ .Q&‘
patuh tefflada - ‘ &'?
&

dilakukan - 0 ang same, yang dalam hal

gar masyarakat

hukum yang

A

ahan adalah bukti

M maksimal, hal ini

:
A e

hunnya.
ranya disebabkan
an bagi alam yang

kebutuhan akibat

thnaa

lingkungan berupa asap yang pekat selain mengganggu bahkan merusak kesehatan
paru-paru, juga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas warga
baik orang dewasa, maupun anak anak terkait pendidikan, begitu pula kebakaran

hutan mengganggu aktifitas transportasi udara maupun darat.
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Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian
yang tak terpisahkan dengan perlindungan terhadap lingkungan atau ekosistem secara

global. Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum

Sl

Ridup, namun demikian

eﬁ. cbihi kapasitas

meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan
denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib
sebagaimana dirumuskan pada Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 20009,

yaitu:
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1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan

dan hutan
hukum pen
pidana terse

dilakukan sé

ARG NALAEN

pada saat it
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Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha
Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah)”. Pasal 56 Ayat 1 Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,
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menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar”.

Dari kedua Pasal tersebut akhirnya Irwan diputus oleh Hakim Pengadilan

Negeri Pasir Peng | di QiS58 a berada dalam tahanan

sebesar

terjadi den ano a, Yo efilflaksengajaan yang
telah divon
Me clita Sen ' Al anfadilan Negeri Pasir

wa saudara Irwan

kasus vyang terjadi dengan alasan yang sama, Yyaitu Kketidaktahuan dan
ketidaksengajaan yang telah divonis hakim bersalah.. (Wawancara Hakim Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022).

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa wilayah di Provinsi Riau tepatnya di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak terjadi penurunan kasus
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setiap tahunnya bahkan cenderung meningkat, artinya penindakan hukum dan
penegakan hukum yang dijalankan selama ini tidak mencapai target. Dalam ilmu
kriminologi yang menjadi akar permasalahan adalah untuk menghilangkan penyebab

masyarakat melak 0

-.“ “l
aparat g | m‘ "‘ .’

khususnya N Pe : asih menerapkan
standar gan : 1anga ke i baik pada tataran
penyidikan S@mr ada p 7 erse eN3 at dari pola kasus

yang terjad . 3 : ka ; epjadi pada masyarakat

kehidupan aktifitas manusia. Penegak hukum masih belum banyak yang memiliki
keahlian atau sertifikasi keahlian lingkungan, sehingga pada tataran alat bukti saja
masih belum melihat pada bukti ilmiah” atau scientifics evidence.

Pada intinya Penegak Hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

di Provinsi Riau belum ada kemauan dan keberanian dalam melakukan penegakan
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hukum pidana dalam perkara kasus pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan
korporasi, akibatnya masyarakat yang melihat juga turut ikut melakukan pembakaran

hutan dikarenakan mereka beranggapan korporasi tidak diberikan sanksi apabila

mereka membukg an. Nopelita Sembiring,

S.H se 3 ‘h‘!m“‘ .Qa gngakui bahwa

mengawasi serta

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masih dirasa
sangat kurang dengan jumlah penegak hukum yang diberikan tugas tersebut.
Sehingga wajar apabila aparat penegak hukum merasakan hambatan yang besar

dalam melakukan penindakan tersebut.
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2. Upaya Pemberantasan Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat
dijelaskan dalam bebe

3 bentuk, yaitu sebagai beril@is. (John Kenedi, 2017:9)

upaya pad
dilakukan gan artian b : ic psiauntuk pengendalian
sosial yang Bentuknya ialahgsan Vang.dibe a_gBSeorang yang telah

melakukan Kejahate : : J ardpkan menjadi suatu

(kriminalisasi), sehingga nant diberika sanksi atau pidana terhadap
seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan pada butir kedua dan ketiga
dapat dikategorikan kepada upaya penanggulangan kejahatan nonpenal. Sudarto

menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada jalur penal atau jalur

pidana itu sifatnya ialah repressive atau dapat disebut sebagai upaya pemberantasan
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kejahatan seteleh kejahatan telah terjadi sedangkan jalur nonpenal sifatnya yaitu
preventif yang merupakan upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan

sebelum kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan terjadi. Sehingga dapat dikatan

a. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kegiatan Preventif yang
dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yakni dengan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan terhadap
masyarakat terkait pengaturan dan larangan terhadap tindak pidana

pembakaran hutan dan lahan, dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
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melakukan sosialisasi dan memberikan selebaran larangan membuka
lahan dengan cara membakar, serta pemasangan spanduk-spanduk

larangan pembakaran hutan dan lahan yang dipasangkan di beberapa spot

amberi pelatihan kepada

“‘\\“‘ ..& jadi sehingga

antisipasi dengan
ditimbulkan akibat
lahan lain.(Ikhwan,
hatkan daerah yang

I, sedang dan sedikit.

menentukan skalaprioritas).
c. Pemberdayaan masyarakat desa. Aspek pemberdayaan masyarakat
menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat
bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat

membahayakan orang banyak. Harapannya dengan keberadaan
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masyarakat tersebut mendukung terjalannya program pencegahan

kebakaran hutan dan lahan.

d. Upaya Mitigasi. Upaya Mitigasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir

‘ ‘ at kanal dengan jumlah
‘ “P““ .&@ psibility (CSR)
Negeri Pasir

),
=)

.ﬂ"l bor, pembuatan

Lahan) Kegiatan

ntuk memberikan

atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan
penanganan kebakaran hutan dan lahan baik itu pemadaman, dan setelah
pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan
pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dibantu dengan stakeholder

yang ada.
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2. Tindakan Represif
Tindakan represif mengandung arti upaya penanggulangan yang dilakukan

oleh aparatur negara, maksudnya ialah tindakan penanggulangan kejahatan yang

dilakukan dengag ‘%‘ ReSAIa o
:‘ ‘R pa yang harus

Upaya lal : ) oidana yang dimulai
sejak adan atau berasal dari

informasi Pasal 56 dan 108

penangkapan, penahan, pemeriksaan, saksi maupun tersangka dengan membuat berita
acara dalam rangka pengumpulan bukti yang dapat mendukung sangkaan terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa membuka lahan dengan

cara membakar dilakukan dengan berbagai faktor yang memerlukan penanganan yang
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khusus dari penyidik dan segera dapat menemukan pelaku untuk mempertanggung
jawabkan perbuatannya.

Upaya diatas dapat dilihat dari data penulis peroleh dari instansi yang

berwenang melak : ikan di Basir Pengaraian terhadap

Q\'\‘ .9 i

‘ hingga 2019
2
.ﬂ" akan suatu upaya
penegak h : . at [ 3 : ’ ak negara dalam
rangka usa an terganc g 2 képentingan individu
tiban masyarakat.

tuan dan peraturan

intelektual, moral, : hal- penyidik dituntut untuk

melakukan serangkaian kegiatan penyidikan perkara yang ditanganinya.

Dalam sistem pemidanaan yang structural, pertanggungjawaban dan
pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan frakmentair pada pelaku tindak
pidana tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan

structural. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung
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jawabkan dan mencegah mempunyai potensi besar untuk terjadinya tindak pidana

serta berfungssi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat atau kegiatan

akibat-akibat atau kerugian-kerugian yang timbul pada diri korban.

terjadinya |pela an/kejahata v ) a dapat dijatuhi
hukuman yza

masyarakat.

terwujud apabila didukung sepenuhnya oleh sikap dan tindak seluruh jajaran aparatur
penegak hukum. Prinsip dasar dalam hal ini adalah sikap dan cara pandang aparatur
adalah abdi masyarakat atau sekelompok pelayan atau abdi masyarakat yang bertugas

dalam proses penegakan hukum.
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Aparatur penegak hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa
kekuasaan/kewenangan tersebut dimiliki sebagai abdi masyarakat atau abdi negara

untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, disamping kesadaran, keyakinan pada

Begitu juga pengenaan sanksi di bidang kehutanan dan perkebunan dapat mencakup
semua bentuk sanksi tersebut.

Persoalannya, dalam praktik, pengenaan sanksi baik pidana maupun perdata
dan administratif tidak semudah yang sudah diatur karena banyaknya faktor yang ikut

mempengaruhi. Di antara faktor yang berpengaruh adalah : Pertama, sulitnya
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pembuktian telah terjadinya kelalaian oleh pelaku atau pemegang izin tidak
melakukan.

Pencegahan terjadinya kebakaran di areal kerja atau usahanya. Jika

berujung padie

bahwa terjadinya
kebakaran dari perusahaan
pemegang iz kebakaran. Hal ini

didasarkan

Ketiga, adanya praktik pengenaan sanksi administratif yang masih didasarkan
pada pertimbangan kepentingan tertentu. Adanya pelanggaran kewajiban terkait
pencegahan kebakaran namun tidak dilakukan penegakan hukum yang mengarah

pada pencabutan izin. Sebaliknya, ada perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran
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terkait dengan pencegahan kebakaran namun karena ada kepentingan tertentu
dilakukan pencabutan izin dengan mendasarkan pertimbangan yang tidak logis.

Keempat, masih terdapat penjenjangan sanksi administratif di bidang

manfaatan hutan tertentu
idungan lahan

akaran s administratif.

pembinaan i@a a narapidana J gkukan atau sedang

melaksana alah satu upaya £0d ya@g paling mendasar

untuk membantu para aparat penegak hukum. Potensi masyarakat untuk ikut serta
dalam pemberantasan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sangatlah
strategis, sebab pencegahan yang ada didalam masyarakat merupakan upaya yang

dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat melalui peningkatan
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pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan identifikasi terhadap

laragan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
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terbakar bukanlah milik Irwan akan tetapi milik warga bernama Amrizal,
sedangkan Irwan adalah pengelola lahan tersebut. Irwan merupakan
petani yang menanam Palawija serta sayuran yang nantinya dijual sebagai
pemasukan sehari-hari. Apabila kasus tersebut ditinjau dari Teori

Kriminologi yang disampaikan oleh Bonger, bahwa seseorang dapat
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melakukan suatu tindak pidana dikarenakan faktor rohani dan akademis,
dalam artian mereka tidak cukup untuk mengetahui bahwa yang mereka

lakukan dapat menyebabkan suatu tindak pidana. faktor ketidaktahuan ini

\ 2 )

il
-
w
&0
o
¢

merumuskan dalam bentuk peraturan untuk mencapai peraturan yang
paling baik. Masyarakat menganggap aturan pidana sekarang hanya
menyasar masyarakat bawah tetapi sangat sulit untuk menjangkau
corporate. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan penegakan hukum yang

baik.
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2. Upaya Untuk Mencegah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan
Lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Menurut

Sudarto terdapat tiga tindakan dalam menanggulangi kejahatan yaitu:

gnanganan tindak pidana

‘ ‘\‘\“‘ .’& gadilan Negeri
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adalah dengan pemahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan
kepada masyarakat. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa
penegakan hukum serta penindakan hukum masih belum maksimal, hal

ini dapat dilihat dari kejadian pembakaran yang selalu terulang setiap

tahunnya. Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan
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kebakaran hutan mengalami hambatan para penegak hukum di lapangan,
diantara hambatan itu adalah: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

dan koorporasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara dibakar

nya sarana dan fasilitas

lakukan adalah perbuatan tindak pidana oleh karena itu Pemerintah harus
menggencarkan lagi program sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya
dengan berbagai faktor penyebab kebakaran yang telah disampaikan di
atas Pemerintah harus membuat pertimbangan cara lain agar penegakan

hukum tidak salah sasaran, hal ini terbukti penegakan hukum yang
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dilakukan tidak membuat masyarakat beralih ke cara lain dalam
membuka lahan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah masih dirasa belum maksimal

pleh karena itu hambatan

sebut terbukti tidak
turan baru terkait

auan kriminologi

melakukan tindak
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